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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji pentingnya merek dagang dan desain industri sebagai identitas 

visual dan nilai tambah produk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Merek 

dagang berfungsi sebagai pembeda produk dan strategi pemasaran, sementara desain 

industri meningkatkan nilai komersial produk. Program pendampingan ini bertujuan 

meningkatkan kesadaran hukum UMKM terkait merek dagang dan desain 

industri,khususnya pada produk sepatu Range de Culture (RDC). Tantangan utama 

UMKM adalah kurangnya pemahaman akan urgensi perlindungan kekayaan intelektual 

tersebut. Metode yang digunakan adalah edukasi mengenai peran strategis merek dagang 

dan desain industri dalam persaingan usaha, serta pendampingan proses pendaftarannya. 

Hasilnya, RDC berhasil mendaftarkan merek dagang dan desain industrinya ke Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini menyoroti pentingnya pendampingan 

dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas UMKM untuk memanfaatkan perlindungan 

kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. 

Kata Kunci: Pendampingan, UMKM, Sepatu, Pendaftaran Merek, Desain Industri 

 

 

ABSTRACT 

This research examines the significance of trademarks and industrial designs as visual 

identities and value-added elements for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). 

Trademarks serve to differentiate products and function as a marketing strategy, while 

industrial designs enhance the commercial value of products. This assistance program 

aims to raise legal awareness among MSMEs regarding trademarks and industrial 

designs, specifically focusing on the shoe products of Range de Culture (RDC). The 

primary challenge MSMEs face is a lack of understanding regarding the urgency of such 

intellectual property protection. The methods employed include education on the strategic 

role of trademarks and industrial designs in business competition and guidance 
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throughout the registration process. As a result, RDC successfully registered its 

trademarks and industrial designs with the Directorate General of Intellectual Property 

(DJKI). This research highlights the importance of assisting in enhancing awareness and 

capacity among MSMEs to leverage intellectual property protection to bolster their 

competitiveness and business sustainability. 

Keywords: Assistance, MSMEs, Shoes, Trademark Registration, Industrial Design 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan pesat di bidang teknologi dan pengetahuan telah berkontribusi pada 

pembentukan mindset yang lebih maju di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini 

tecermin dari preferensi mereka untuk berkarir sebagai wirausahawan dibandingkan 

memilih jalur pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau pegawai swasta. Sea Group 

melakukan survei yang dirilis pada April 2019 menunjukkan bahwa entrepreneur menjadi 

pilihan pekerjaan paling populer di kalangan generasi muda Indonesia yang didominasi 

lulusan perguruan tinggi, yaitu sebesar 24,4%. 

Indonesia memiliki target untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,55% 

tahun ini, dari posisi saat ini sebesar 3,47%. Namun, untuk mencapai status negara maju 

pada tahun 2045, Indonesia perlu meningkatkan rasio kewirausahaan secara signifikan, 

mengingat negara maju memiliki rasio kewirausahaan rata-rata 12% dan minimal 4%. Oleh 

karena itu,Indonesia harus segera mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk menjadi 

wirausahawan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resminya pada kuliah 

umum di Universitas Padjadjaran (2021), menyampaikan bahwa inovasi perguruan tinggi, 

dalam bentuk hilirisasi mata kuliah Kewirausahaan dalam menyiapkan lulusan untuk 

produktif sejak mahasiswa sehingga ketika lulus akan menciptakan lapangan kerja baru, 

berperan penting dalam mencetak lulusan sebagai pencipta lapangan kerja, dalam bentuk 

UMKM. Inovasi tersebut berdampak kepada perekonomian nasional karena 99,9% pelaku 

(usaha) di Indonesia adalah UMKM.  

Sejak pandemi Covid-19, dunia usaha di Indonesia telah mengalami pergeseran 

signifikan menuju e-commerce. Hal ini memaksa banyak pelaku usaha untuk beralih dari 

metode penjualan offline ke online. Laporan Statista menunjukkan adanya peningkatan 

pesat pengguna e-commerce di Indonesia. Dari 70,8 juta pengguna pada 2017, jumlahnya 

diperkirakan akan melonjak hingga 189,6 juta pada 2024. 
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Gambar 1: Prediksi Angka Pengguna e-commerce di Indonesia 2024 

Sumber : https://data.tempo.co, diakses 30 Mei 2023 

 

Banyak platform online, dari media sosial hingga marketplace, telah menjadi tempat 

berjualan yang populer. Pelaku UMKM, baik yang berjualan online maupun offline, 

umumnya memberikan merek dagang dan logo pada produk mereka.Ini karena merek 

berfungsi sebagai identitas visual yang membedakan produk mereka dari yang lain 

(Ramadhani et al., n.d.), meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk, 

dan pada akhirnya menarik minat beli dibandingkan produk tanpa merek.  

Merek adalah tanda atau simbol yang dapat direpresentasikan secara visual, seperti 

gambar, logo, nama, kata, huruf,angka, kombinasi warna, dalam bentuk dua atau tiga 

dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut. Tujuannya adalah 

untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau entitas bisnis 

dalam kegiatan perdagangan (Harris, F. 2019). Sementara itu, logo merupakan representasi 

visual sebuah merek, sering kali berupa simbol, ikon, atau tanda. Logo ini berfungsi 

sebagai identitas fisik merek dan mencerminkan esensi atau kepribadian dari merek atau 

produk tersebut (Wahdaniah et al., 2020).  

Di sisi lain, Pemanfaatan teknologi informasi yang makin luas di dunia usaha, di 

satu sisi, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.Namun, di sisi lain, juga menciptakan 

kerentanan terhadap pencurian merek. Oknum dapat memanfaatkan celah ini untuk 

mendaftarkan merek secara tidak syah, merugikan pemilik asli dan menghambat 

pertumbuhan UMKM.  
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Jika UMKM tidak mendaftarkan merek mereka, mereka berisiko terlibat dalam 

sengketa hukum. Kasus-kasus terkenal seperti Ayam Geprek Bensu, GoTo, dan Gudang 

Baru menunjukkan bahwa sengketa merek bisa terjadi, bahkan di tingkat UMKM karena 

persaingan bisnis yang ketat.  

Untuk melindungi kepemilikan merek dan menghindari sengketa, UMKM harus 

mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek terdaftar 

memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, mencegah orang lain menggunakannya 

tanpa izin, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Merek terdaftar juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang syah. Ini 

memungkinkan pemilik menolak pendaftaran merek lain yang serupa atau pada dasarnya 

sama untuk barang/jasa sejenis, dan mencegah pihak lain menggunakan merek serupa atau 

pada dasarnya sama dalam perdagangan untuk barang/jasa sejenis. 

Per 13 Desember 2022, tercatat 411.458 merek telah mendapatkan perlindungan di 

Indonesia, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Angka ini 

berpotensi terus meningkat seiring dengan perkembangan UMKM di Indonesia. Pelaku 

UMKM perlu mempertimbangkan pendaftaran merek sedini mungkin sebagai langkah 

antisipasi untuk menghindari potensi kerugian di masa depan. Dengan mendaftarkan merek, 

pelaku UMKM dapat memperoleh posisi tawar yang strategis baik di pasar nasional 

maupun internasional.  

Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, telah mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun 

merek pada Festival Karya Cipta Anak Negeri di Bali tanggal 30 Oktober 2022. Pelaku 

UMKM perlu belajar dari berbagai kasus sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia. 

Mendaftarkan merek sebagai langkah preventif jauh lebih baik daripada harus menghadapi 

sengketa hukum. Di negara hukum seperti Indonesia, memiliki dasar legalitas atas 

kepemilikan merupakan bentuk perlindungan aset terbaik 

Penelitian ini berfokus pada hubungan persepsi dan partisipasi pelaku UMKM non-

digital dalam program pendampingan branding berbasis kekayaan intelektual, terutama 

melalui kepemilikan merek dagang dan desain industri. Persepsi didefinisikan sebagai 

proses aktif mengenali, menginterpretasi, dan menyusun informasi untuk memahami 

lingkungan (Schacter et al., 2011). Proses ini melibatkan indra dan dipengaruhi oleh 
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pembelajaran, ingatan, ekspektasi, dan perhatian (Gregory, 1987). Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap program pendampingan 

tersebut memengaruhi partisipasi mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada 

perlindungan merek dagang mereka. 

 

 

ANALISIS SITUASI 

 

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sektor fashion dan 

Desain Komunikasi Visual (DKV) menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam industri 

kreatif Indonesia. Hal ini membuka peluang besar bagi lulusan DKV, seperti Jalu Anggita 

Putra (alumni DKV ISI Ska angkatan 2016), untuk mengembangkan usaha kreatif. Jalu 

telah memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan bisnis sepatu kustom bernama "Range 

de Culture" (RDC). 

Usaha rumahan ini bertempat di Randugowang, RT004, RW016, Sariharjo, Ngaglik 

Sleman, dimulai pada tahun 2021 dan telah berjalan selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan. 

Dalam perjalanan bisnisnya, RDC telah memproduksi 4 (empat) desain sepatu yang 

didesain sendiri, setiap desainnya diproduksi sebanyak 48 pasang, atau 4 (empat) lusin. 

Produk sepatu dipasarkan melalui jejaring pertemanan, dan kegiatan pameran walaupun 

usaha yang dijalankan masih berskala kecil, namun jangkauan pemasarannya telah 

menyebar ke-Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang dan Bali. 
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Gambar 1. Produk sepatu Range de Culture. 

sumber: dokumentasi tim PKM,30 Mei 2023 

 

Setiap produk RDC yang dipasarkan sudah mencantumkan merek dagang namun 

ditampilkan dengan bentuk visual yang bervariasi menyesuaikan dengan karakter setiap 

produk sepatu setelah ditelusur ternyata pemilik usaha belum mendaftarkan hak 

kepemilikan merek dagangnya, hal ini secara tidak langsung pemilik usaha telah melakukan 

tindakan yang sangat berisiko karena dapat memicu celah terjadinya pencurian merek yang 

berujung pada sengketa. 

Menurut Mayana (2017), merek dapat dipahami sebagai tanda yang memiliki 

representasi grafis, seperti gambar, logo,nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik 

dalam format 2D maupun 3D, suara, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur 

tersebut. Fungsi utama dari merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan oleh individu atau entitas hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa. 

Miladiyanto dan Ariyanti (2020) menyatakan bahwa merek berfungsi sebagai 

indikator untuk mengidentifikasi keberadaan suatu produk atau perusahaan di pasar. 

Biasanya, pelaku usaha akan melindungi kepemilikan merek dan desain industri mereka 

untuk mencegah pihak lain menggunakannya. Penggunaan merek oleh pihak lain dapat 



Abdi Seni Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
 

 

148 
 

pISSN: 2087-1759 
eISSN: 2723-2468 

 

Volume 15 Nomor 2 Desember 2024 
 

merugikan pemilik merek asli dalam hal reputasi positif dan kepercayaan konsumen. Pihak 

lain yang menyalahgunakan merek dapat mencuri reputasi dan kepercayaan konsumen, 

bahkan memanfaatkannya untuk membangun hubungan ekonomi antara reputasi entitas 

merek yang telah digunakan perusahaan dengan konsumen secara teratur. 

Meskipun usaha tersebut memiliki potensi pertumbuhan di masa depan, pemilik 

usaha saat ini hanya berfokus pada riset desain, produksi, dan pemasaran. Kepemilikan 

dokumen legalitas penting seperti Hak Merek dan Desain Industri belum menjadi prioritas 

bagi RDC. 

Pemilik usaha mengatakan akan mengurus Hak Merek dan Desain Industri setelah 

usahanya berkembang besar, pengurusan merek usaha seharusnya dilakukan sedini 

mungkin sebelum mengeluarkan produk. 

Kepemilikan Hak Merek dan Desain Industri sebagai aset Kekayaan Intelektual 

tidak berwujud yang sangat penting dimiliki pelaku usaha, adapun fungsi kepemilikan Hak 

Merek dan Desain Industri, yaitu: 

1) Hak Merek dagang dan Desain Industri yang kuat mampu mengarahkan/menarik 

pelanggan/konsumen untuk mengenali produk dengan baik, memudahkan pelanggan 

membedakan produk atau layanan dari pesaing. Selain itu, juga sebagai strategi 

membangun identitas/citra bisnis/perusahaan/produsen lebih kuat sehingga hubungan 

emosional pelanggan dengan merek dagang terbangun dengan baik (Rahmat, 2019). 

2) Hak Merek dan Desain Industri yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada 

pemilik untuk menggunakan merek tersebut dalam hubungan dengan produk atau 

layanan yang terkait. Kepemilikan tersebut akan memberikan perlindungan hukum, 

Memudahkan pemilik usaha dalam hal penelusuran masalah yang timbul, terhadap 

penggunaan Hak Merek dan Desain Industri yang tidak syah oleh pihak lain yang 

meniru atau menyalah gunakan untuk kepentingan tertentu. 

3) Kepemilikan Hak Merek dan Desain Industri yang terdaftar memudahkan proses 

ekspansi dengan memberikan perlindungan hukum ke wilayah yang baru. 

4) Merek dagang yang kuat akan memiliki nilai valuasi usaha yang signifikan, nilai 

valuasi Merek dagang yang baik berdampak pada meningkatnya harga suatu produk 

menjadi lebih bernilai/mahal bukan karena kualitas dari produk yang dipasarkan, 



Ipung Kurniawan Yunianto, dkk 

Pendampingan Branding Produk Berbasis Kekayaan ….. 

149 
 

Volume 15 Nomor 2 Desember 2024 
 

melainkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap mereknya. 

5) Merek yang dikenal luas dapat meningkatkan nilai perusahaan, memberikan 

keunggulan kompetitif, dan menjadi aset berharga yang dapat diperdagangkan atau 

diberikan lisensi kepada pihak lain. 

6) Lisensi atas Hak Merek dan Desain Industri merupakan salah satu sumber pendapatan 

utama bagi perusahaan (Revenue stream). Pendapatan ini dihasilkan ketika perusahaan 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta,paten, atau merek 

dagang yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (5) yang mendefinisikan 

Merek sebagai hak eksklusif yang dapat digunakan sendiri atau dilisensikan kepada 

pihak lain (Kurniawan et al., 2021).  

Rumusan analisis situasi yang dihasilkan bahwa mitra belum menyadari sepenuhnya 

mengenai urgensi dalam kepemilikan hak merek dagang, padahal seharusnya hal tersebut 

harus segera ditempuh sebagai upaya perlindungan dasar terhaap legalitas dan 

mengamankan hak kepemilikan merek sehingga terhindar dari risiko sengketa bisnis saat 

scale up (mulai bertumbuh) dikemudian hari. 

 

.  

PERMASALAHAN MITRA 

 

Mengacu kepada butir analisis situasi, dirumuskan permasalahan prioritas yang 

dihadapi mitra untuk mendapatkan merek dagang, yaitu: 

1.  Kurangnya kesadaran RDC mengenai urgensi kepemilikan Merek dagang dan Desain 

Industri sebagai Kekayaan Intelektual untuk strategi branding produk dan revenue 

stream.  

2.  Keterbatasan informasi RDC mengenai urgensi kepemilikan Merek dagang dan Desain 

Industri sebagai Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi undang-undang. 

3.  Keterbatasan informasi RDC mengenai cara mendaftarkan permohonan kepemilikan 

Merek dagang dan Desain Industri sebagai Kekayaan Intelektual. 
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Permasalahan yang muncul tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Keterbatasan informasi yang umum terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman: 

karena RDC yang tidak sepenuhnya memahami konsep dan manfaat kepemilikan 

merek dagang, tidak disadarinya bahwa merek dagang merupakan aset yang bernilai 

dan dapat memberikan perlindungan hukum serta keunggulan kompetitif. 

2.  Kurangnya akses informasi mengenai proses pendaftaran merek dagang, biaya yang 

terlibat, atau hak-hak yang diberikan sering kali sulit diakses atau tidak tersedia dengan 

mudah. Ini dapat membuat RDC merasa bingung atau tidak yakin tentang langkah-

langkah yang harus diambil. 

3.  Kompleksitas hukum merek dagang dapat rumit dan berbeda di setiap negara. RDC 

yang tidak memiliki pengetahuan khusus atau pengalaman hukum mungkin mengalami 

kesulitan dalam memahami persyaratan, prosedur, atau hak-hak yang terkait dengan 

merek dagang. 

4.  Keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam melindungi merek dagang. Biaya 

pendaftaran merek dagang, pemeliharaan, atau penggunaan jasa 9rofessional hukum 

dapat menjadi beban yang terlalu tinggi bagi beberapa usaha kecil atau menengah. 

5.  Perlunya penelitian dan pemeriksaan Kelayakan untuk memastikan bahwa merek 

dagang yang didaftarkan belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain, serta 

pemeriksaan kelayakan untuk mengevaluasi apakah merek dagang yang didaftarkan 

memenuhi persyaratan hukum dan dapat dilindungi. 

6.  Prosedur mendaftarkan merek dagang dengan pendampingan ahli hukum atau 

konsultan merek dagang untuk membantu dalam proses pendaftaran merek dagang. 

Penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti formulir pendaftaran, deskripsi 

produk atau layanan yang terkait dengan merek dagang, dan logo atau gambar merek 

dagang ke kantor kekayaan intelektual atau lembaga yang berwenang.  

7.  Upaya pemeliharaan merek dagang setelah merek dagang didaftarkan untuk 

memelihara dan memperbarui pendaftaran secara teratur sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku, serta menjaga merek dagang tetap digunakan dalam hubungan dengan 

produk atau layanan yang terkait untuk mempertahankan hak eksklusif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pendampingan ini diperlukan karena pemilik usaha Range de Culture belum 

sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha, seperti NIB, merek dagang, dan desain 

industri. Padahal, legalitas tersebut penting untuk melindungi kekayaan intelektual, 

meningkatkan daya saing, dan meningkatkan nilai ekonomis produk dan merek. Meskipun 

pemilik usaha telah berencana mendaftarkan nama usahanya, mereka belum mengetahui 

prosedur pendaftaran di DJKI. Hal ini menjadi hambatan utama dan dapat berdampak pada 

reputasi, sengketa, dan valuasi usaha di masa depan jika tidak segera ditangani.  

Dalam iklim persaingan bisnis yang ketat, beberapa pelaku usaha mungkin 

menggunakan taktik tidak etis seperti menduplikasi atau membajak merek dan desain 

industri yang sudah mapan untuk keuntungan mereka sendiri. Tindakan ini merugikan 

pemilik asli merek dan desain industri, baik dari segi reputasi maupun finansial. Namun, 

pemilik asli mungkin tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak yang 

menduplikasi jika mereka belum mendaftarkan merek dagang dan desain industri mereka 

ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Hidayat et al., 2018).  

Prinsip "pendaftaran pertama" (first-to-file) yang berlaku dalam kepemilikan merek 

menegaskan bahwa pihak pertama yang mendaftarkan merek dan desain industri diakui 

sebagai pemilik syah sehingga merek dan desain industri Range de Culture belum akan 

mendapatkan perlindungan hukum dari DJKI jika belum didaftarkan.  

Salah satu hasil signifikan dari kegiatan pendampingan ini adalah diterbitkannya 

Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk bisnis Range de Culture. NIB merupakan identitas 

resmi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, sistem perizinan daring terpadu 

yang bertindak atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. 

Range de Culture memperoleh NIB melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (investindonesia.go.id). NIB berfungsi sebagai tanda pengenal penting bagi 

pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha, dan menjadi prasyarat untuk mengajukan 

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (Widya et al., 2019).  
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Pelaku usaha jenama Range de Culture ini menempuh beberapa tahapan dalam 

membuat NIB, yaitu : (1). Pelaku usaha jenama Range de Culture didampingi untuk 

mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id; (2). Pelaku usaha jenama Range de Culture 

memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tertera pada KTP dengan skema 

perseorangan, untuk mendapatkan akses di laman OSS; (3). Setelah memperoleh akses 

pada OSS, pelaku usaha jenama Range de Culture melakukan pendaftaran dengan mengisi 

data, yaitu nama lengkap, NIK, alamat sesuai yang tertera pada KTP, bidang usaha yang 

dijalankan, lokasi usaha sesuai yang tertera pada KTP, besaran modal yang dikelola, dan 

nomor kontak aktif yang bisa dihubungi; (4). Tahap selanjutnya setelah pelaku usaha 

mengisi data secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka lembaga OSS akan 

menerbitkan NIB bagi pelaku usaha (Hanim et al., 2020). NIB yang diterbitkan atas nama 

pemilik usaha jenama Range de Culture dengan kode KBLI 47712, judul KBLI 

Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki. 

 

  

Gambar 2. Sosialisasi Pendaftaran Merek dagang dan Desain Industri pada pelaku usaha 

jenama “Range de Culture” 
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Gambar 3. Penyusunan draft ajuan pendaftaran Merek dagang dan Desain Industri jenama 

“Range de Culture” 

 

  

Gambar 4. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Merek dagang dan 

Desain Industri jenama “Range de Culture” 

 

Hasil kedua berupa Sertifikat Hak Merek dan Desain Industri "Range de Culture" 

telah berhasil diperoleh. Proses permohonan pendaftaran merek ini memerlukan beberapa 

persyaratan, antara lain: (1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; (2) Surat 

Nomor Induk Berusaha (NIB); (3) Etiket Merek; dan (4) Desain Industri. Setelah semua 

persyaratan terpenuhi, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan melalui Sentra 

Kekayaan Intelektual ISI Surakarta,yang kemudian akan meneruskan pendaftaran merek 
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dagang "Range de Culture" ke Ditjen HKI. Selanjutnya, Ditjen HKI akan memberikan 

Tanggal Penerimaan. 

Setelah merek dagang jenama Range de Culture mengajukan permohonan 

pendaftaran merek dagang ke Ditjen HKI, selanjutnya akan dilakukan tahap pemeriksaan 

kelengkapan data sebagai persyaratan pendaftaran merek dagang hal ini merupakan 

pemeriksaan tahap formal. Apabila kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran merek 

yang diajukan pemohon terdapat kekurangan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon akan diberikan informasi 

untuk segera melengkapi berkas persyaratan yang diajukan, adapun jangka waktu pemohon 

untuk melengkapi berkas persyaratan paling lama 2 (dua) bulan dihitung berdasarkan sejak 

tanggal Ditjen HKI mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk memenuhi 

kelengkapan persyaratan.  

Setelah menerima permohonan, Ditjen HKI akan mengumumkan pendaftaran merek 

dan desain industri dalam Berita Resmi Merek dan Desain Industri paling lambat 15 hari 

sejak tanggal penerimaan. Pengumuman ini berlangsung selama 2 bulan dan diterbitkan 

baik secara elektronik maupun non-elektronik (Perdana &, 2017). Mengingat lamanya 

proses penerbitan sertifikat hak merek, bukti pendaftaran merek ke Ditjen HKI dapat 

digunakan sebagai bukti kepemilikan sementara. 

 

Gambar 5. Bukti NPWP dan NIB jenama “Range de Culture” 

  

KPP PRATAMA SLEMAN

Tanggal Terdaftar 19/10 /2023

50.797.037.4-542.000
JALU ANGGITA PUTRA

NPW P16 : 3404  1202 0898 0003

JALAN PALAGAN TENTARA PELAJAR RANDUGOW ANG  NO.

SARIHARJO NGAGLIK

KAB. SLEMAN DAERAH ISTIMEW A YOGYAKARTA

1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab

Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.

3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.

4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO

NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	0910230204582

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2

Tahun	2022	tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	Indonesia	menerbitkan	Nomor	Induk	Berusaha

(NIB)	kepada:

1. Nama	Pelaku	Usaha : JALU	ANGGITA	PUTRA

2. Alamat : RANDUGOWANG,	Desa/Kelurahan	Sariharjo,	Kec.	Ngaglik,	Kab.	Sleman,

Provinsi	Daerah	Istimewa	Yogyakarta

3. Nomor	Telepon	Seluler : +6282223743210

Email : -

4. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)

: Lihat	Lampiran

5. Skala	Usaha : Usaha	Mikro

NIB	ini	berlaku	di	seluruh	wilayah	Republik	Indonesia	selama	menjalankan	kegiatan	usaha	dan	berlaku	sebagai	hak	akses

kepabeanan,	pendaftaran	kepesertaan	jaminan	sosial	kesehatan	dan	jaminan	sosial	ketenagakerjaan,	serta	bukti	pemenuhan

laporan	pertama	Wajib	Lapor	Ketenagakerjaan	di	Perusahaan	(WLKP).

Pelaku	Usaha	dengan	NIB	tersebut	di	atas	dapat	melaksanakan	kegiatan	berusaha	sebagaimana	terlampir	dengan	tetap

memperhatikan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	di	Jakarta,	tanggal:	9	Oktober	2023

Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	9	Oktober	2023

1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab

Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.

3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.

4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO

LAMPIRAN	

NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	0910230204582

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha	untuk:

No. Kode	KBLI Judul	KBLI Lokasi	Usaha Tingkat	Risiko
Perizinan	Berusaha

Jenis Status Keterangan

1 47712 Perdagangan

Eceran

Sepatu,

Sandal	Dan

Alas	Kaki

Lainnya

Jalan	Palagan	Tentara	Pelajar	Km

7,5	No.	30,	Desa/Kelurahan

Sariharjo,	Kec.	Ngaglik,	Kab.

Sleman,	Provinsi	Daerah	Istimewa

Yogyakarta

Kode	Pos:	55581	

Usaha	Mikro	berjalan	sejak:

September	2021

Rendah NIB Terbit -

1. Dengan	ketentuan	bahwa	NIB	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.

2. Pelaku	Usaha	wajib	memenuhi	persyaratan	dan/atau	kewajiban	sesuai	Norma,	Standar,	Prosedur,	dan	Kriteria	(NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Pengawasan	pemenuhan	persyaratan	dan/atau	kewajiban	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah	terkait.

4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	NIB	tersebut.
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Gambar 6. Bukti Pendaftaran Merek Dagang jenama “Range de Culture” 

   

No Nama Pemohon Tambahan

Gam bar M erek Tam bahan (Addit ional M ark )

No Gambar Merek Tambahan

Tanda Tangan Pem ohon / Kuasa (Applicant  / Represent at ive  Signat ure )

(Inst itut  Seni Indonesia Surakarta)

Tem pat  dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 29-08-2023

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
APPLICATION FORM OF INDUSTRY DESIGN REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (Application)

Nomor Permohonan

Number of Application
: A00202304673

Tanggal Penerimaan

Reception Date
: 20 Oktober 2023

Jenis Permohonan

Type Of Application
: Satu Desain Industri

Judul

Title : SEPATU

Uraian

Description : Sebagai pelindung dan alas kaki.

Klaim

Claim : Konf gurasi, Komposisi Garis dan Komposisi Warna

Pemohon (Applicant )

Nama

(Name)

Alamat

(Address)

Surel/Telp

(Email/Phone)

Institut Seni Indonesia Surakarta

Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Kentingan, 

Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa 
Tengah, Indonesia

0271647658

-

Pendesain (Designer)

Nama

(Name)

Kewarganegaraan

(Cit izen)

Ipung Kurniawan Yunianto, S.Sn., M.Sn. Indonesia

Jalu Anggita Putra Indonesia

Data Prioritas (Priority Data)

Negara

(Country)

Nomor

(Number)

Tanggal

(Date)

Data Kelas (Classif caton Data)

Kelas : 02

Catatan Kelas : PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PRIA

Sub Kelas : 02-04

Catatan Sub Kelas : ALAS KAKI, KAOS KAKI, DAN STOKING

Kuasa/Konsultan KI (Representative/ IP Consultan)

Nama

(Name)

Alamat

(Address)

Surel/Telp

(Email/Phone)

Lampiran (Attachment)

Tampak Perspektif

Tampak Atas

Tampak Bawah

Tampak Depan

Tampak Belakang

Tampak Samping Kiri

Tampak Samping Kanan

Gambar Lainya

Surat Kuasa

Surat Pengalihan Hak Desain Industri 
dari Pendesain ke Pemohon

Surat Kepemilikan Desain Industri

Surat Keterangan UMKM

Bukti Prioritas Beserta Terjemahannya 
dalam Bahasa Indonesia

Dokumen Lainya

Detail Pembayaran (Payment Detail)

No Nama Pembayaran Sudah Bayar Jumlah

1. Pembayaran Permohonan Desain Industri ☒ 250000

Jakarta, 20 Oktober 2023

Pemohon / Kuasa 

Applicant / Representative

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Fullname
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Gambar 7. Bukti Pendaftaran Desain Industri jenama “Range de Culture” ke Direktorat 

Jendral Hak Kekayaan Intelektual 
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DAMPAK DAN MANFAAT 

 

Kegiatan pendampingan ini membantu UMKM "Range de Culture" memenuhi 

legalitas sebagai badan usaha, yang dibuktikan dengan terbitnya NIB (Nomor Induk 

Berusaha) melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh Kementerian 

Investasi/BKPM [1]. Selanjutnya, UMKM "Range de Culture" berhasil memperoleh 

sertifikat hak merek dagang dan desain industri. Sertifikat ini memiliki peran penting dalam 

meningkatkan valuasi produk, membangun citra dan reputasi, serta memberikan 

perlindungan hukum selama 10 tahun yang dapat diperpanjang (Arifin & Iqbal, 2020). 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan pendampingan ini terbukti berhasil meningkatkan kesadaran hukum 

mengenai pentingnya kepemilikan dan prosedur pendaftaran merek dagang dan desain 

industri untuk merek "Range de Culture". Kegiatan tersebut meliputi:Pembuatan Nomor 

Induk Berusaha (NIB) dan Pengajuan pendaftaran merek dagang dan desain industri merek 

"Range de Culture" ke Ditjen HKI melalui Sentra HKI LP2P3M ISI Surakarta. 

. 
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